BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur tembak di tempat sudah di atur secara tegas dan ketat di pasal 48 peraturan
Kapolri Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.tujuan pengaturan senjata api adalah untuk
menjmin adanya perlindungan bagi hak masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh
para pejabat hukum dan mencegah adanya bahaya yang dihadapi para penegak hukum
dalam menjalankan tugas mereka. setiap aparat yang melakukan tindakan tembak di
tempat tidak sesuai prosedur akan dikenakan sanksi administrasi yakni dipindahkan
jabatan, fungsi, dan wilayah berbeda. Disiplin yakni teguran tertulis, dan hukuman
fisik, tepenundan mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat, dan pemecatan jika
dikenakan 3 (tiga) kali sanksi disiplin, serta sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur
pidana yang ada dalam sisitem peradilan umum.

5.2 Saran

Diperlukan penguasaan pengendalian diri dan pemahaman tentang tindakan keras

kepolisian dalam hal ini prosedur pengunaan senjata api dalam melakukan tindakan

tembak di tempat,dan mempertimbangkan hal-hal yang penting dan tujuan hukum dan

pengambilan putusan dalam peristiwa tembak di tempat dan upaya untuk meminimalisir

tembak di tempat dimana dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang

diberikan terhadap aparat Kepolisian Negara Repoblik Indonesia yang sedang beroperasi

di lapangan.
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